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ABSTRACT

Elections are a characteristic of a democratic country, held once every 5
vears in Indonesia. The holding of democratic elections can’t be separated from the
democratic implementation process. Since 2015, elections have been held
simultaneously. The 2024 elections will include legislative and presidential votes.
In the 2024 elections, several problems have arisen due to the limited number and
experience of PPS members, the "bimtek" implementation schedule, the mechanism
fJor implementing “bimtek" materials, ad hoc reﬁlirmem process, the
professionalism and heavy workload of KPPS . Based on these issues, this research
aims to analyze the ability to implement technical guidance materials during the
voting and vote-counting process by KPPS in the 2024 elections, ﬁJr_‘usﬁ' on the
Petukangan Utara Subdistrict, Pesanggrahan District, South Jakarta. This study
used qualitative research methods. Data collecrfowas carried out through
interviews in the field with relevant stakeholders. The results of the research
indicate that there are still significant obstacles in .imp!ememir&rhe voting and
vote-counting process by KPPS in Petukangan Utara Subdistrict. This is influenced
by various factors, such as Zimireﬁime and space in distributing "bimtek"
materials, technological obstacles related to Sirekap, as well as the limited

knowledge and experience of KPPS members.

Keywords: Election, Democracy, Qualitative Research, KPPS Workload,

"Bimtek", Limited Knowledge, Professionalism
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ABSTRAK

Pemilu merupakan ciri dari negara yang menganut sistem demokrasi,
pelaksanaan pemilu di Indonesia pasca orde baru diselenggarakan setiap 5 tahun
sekali. Penyelenggaraan pemilu ﬁnokratis tidak lepas dari proses
penyelenggaraannya yang demokratis. Sejak tahun 2015, pemilu diselenggarakan

ara serentak. Pemilu serentak 2024 melaksanakan pemilihan pada pemilu
legislatif, juga memilih presiden dan wakil presiden. Pada pemilu 2024, terjadi
beberapa masalah diantaranya bersumber pada keterbatasan jumlah dan
pengalaman badan Ad Hoc, jadwal pelaksanaan "bimtek", mekanisme pelaksanaan

teri "bimtek", rekrutmen penyelenggara ad hoc dalam pemilu, profesionalitas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan beban kerja KPPS yang
berat. Permasalahan arscbut menjadi tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk
mengevaluasi proses pemungutan d&perhitungan suara oleh KPPS di Kelurahan
Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam
penelitian ini dengan melalui wawancara di lapangan dengan stakeholder terkait.
Hasil pﬁlclitian menunjukkan bahwa masih banyak kendala dalam pelaksanaan
proses pemungutan dan perhitungan suara oleh KPPS di Kelurahan Petukangan
Utara. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan waktu dan
tempat dalam pendistribusian materi "bimtek", kendala teknologi terkait Sirekap,

serta pengetahuan dan pengalaman anggota KPPS yang masih terbatas.

Kata Kunci: Pemilu, Demokrasi, Penelitian Kualitatif, Beban Kerja KPPS,

"Bimtek", Keterbatasan Pengetahuan, Profesionalitas

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan kegiatan yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia
karena dilakukan sejak pertama kali dilaksanakannya pemilu yaitu pada tahun 1955.
Pemilu merupakan sebuah pesta demokrasi di Indonesia, dimana setiap 5 tahunnya
Pemilu dilaksanakan. Adanya pemilu 5 tahunan sekali ini tentu melibatkan seluruh
aspek lapisan masyarakat. Pemilu di Indonesia sendiri memiliki lembaga

penyelenggara yang berwenang dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.
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Mengacu pada UU I\&? Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat tiga lembaga

penyelenggara Pem% di Indonesia. Di antara lain adalah Komisi Pemilihan Umum
(KPU), selain KPU lembaga penyelenggara pemilu lainnya adalah Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

KPU adalah sebuah lembaga independen tingkat nasional yang
penyelenggaraannya akan dibantu dengan KPU tingkat provinsi, kabupaten/kota
yang bersifat hierarkis untuk melakukan distribusinya agar sampai hingga ke
seluruh masyarakat dan wilayah di Republik Indonesia. Luasnya cakupan pekerjaan
yang dikerjakan oleh KPU RI. Sehingga, adanya berbagai macam divisi dan jobdesk
dalam KPU RI untuk memudahkan para birokrat dalam KPU agar dapat
menyelenggarakan pemilu dengan hasil yang maksimal.

Maka dari itu, di dalam struktur kepengurusan KPU RI terdapat dua deputi
dan dua inspektorat uﬁla untuk menjalankan pekerjaannya. Dua deputi tersebut
diantaranya adalah Bcputi Bidang Dukungan Teknis dan Deputi Bidang
Administrasi. Dalam Deputi Bidang Dukungan Teknis membawahi 5 biro yaitu;
Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Biro Logistik, Biro Advokasi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa, Biro Perundang-undangan, dan Biro Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat. Persiapan dan pelaksanaan yang berhubungan dengan
teknis operasional pemilu seperti distribusi perangkat logistik, penyusunan
rancangan peraturan, bantuan hukum, hubungan masyarakat, dokumentasi hukum,
penyelesaian sengketa Pemilu merupakan fungsi dari deputi ini. Sedangkan Deputi
Bidang Administrasi yang berfungsi untuk mengelola SDM, tata usaha,
perlengkapan domestic serta kearsipan dan pengelolaan di lingkungan KPU. Dalam
Deputi Bidang Administrasi juga melakukan koordinasi dengan KPU tingkat
Provinsi maupun Kabupaten Kota.

Namun, tidak hanya para pejabat, anggota, sekjen maupun tenaga ahli KPU
saja  yang Dberperan dalam menyelenggarakan pemilu. Melalui KPU
Kabupaten/Kota juga membentuk badan Ad Hoc untuk membantu pekerjaan KPU
dalam pelaksanaan pemilu. Peran Ad Hoc menjadi sangatlah penting karena sebagai
penentu keberhasilan pemilu secara maksimal. Sebagai bentuk perpanjangan tangan

KPU, badan Ad Hoc yang dibentuk tentu mempunyai payung hukum dalam
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melaksanakﬁu pekerjaannya (Lita Rosita, 2020). Badan Ad Hoc KPU diantaranya
terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Luar Negeri
(PPLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS) dan Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara Luar
Negeri (SPSLN). Badan Ad Hoc KPU juga bersifat hierarkis dimana PPK
bertugas di tingkat kecamatan, PPS di tingkat kelurahan/desa, dan KPPS bertugas
melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara.
Sedangkan PPLN dan KPPSLN wilayah kerjanya adalah di luar negeri. Sebagai
salah satu penyelenggara pemilu, badan Ad Hoc juga mengucapkan sumpah dan
melakukan pelantikan. Badan Ad lﬁc terutama KPPS yang akan berinteraksi
langsung dengan masyarakat yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden,
Angg% DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilu
2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Februari 2024.

Jika ingin menjadi anggota KPPS, masyarakat dapat mendaftar dan nantinya
akan diberi bekal melalui bimbingan teknis dari KPU sebelum hari pemilu
dilaksanakan. Materi bimbingan teknis yang akan diberikan kepada badan Ad Hoc
dinaungi oleh divisi teknis penyelenggaraan bersama dengan biro partisipasi dan
hubungan masyarakat KPU RI sesuai dengan yang tertera dalam PKPU Nomor 14
Tahun 2020. Tentunya distribusi materi bimbingan teknis yang akan diterima
badan Ad H%KPU seluruh wilayah di Indonesia akan dilakukan secara serentak
termasuk, di Kelurahan Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Kelurahan Petukangan
Utara merupakan sebuah wilayah yang berada di Kecamatan Pesanggrahan, Kota
Jakarta Selatan. Dengan berjumlah 11 RW Kelurahan Petukangan Utara, memiliki
186 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah 1.302 petugas KPPS. Dengan
keseluruhan jumlah TPS tersebut menjadikan Kelurahan Petukangan Utara wilayah
dengan total TPS terbanyak di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Banyaknya jumlah TPS di Kelurahan Petukangan Utara membuat kasus yang
ditemukan di wilayah tersebut juga beragam. Salah satunya adalah TPS 56 di
Kelurahan Petukangan Utara yang memiliki kasus khusus dalam pelaksanaan
pemungutan dan perhitungan suara pada saat pemilu serentak 2024 hari Rabu, 14

Februari 2024. Seluruh anggota KPPS di TPS 56 kelelahan dalam menjalani
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tugasnya sehingga mereka meninggalkan TPS di tengah-tengah perhitungan suara
karena kelelahan. Tentu hal tersebut merupakan sebuah anomali dalam pelaksanaan
pemilu, sehingga aparat kepolisian harus mendatangi kediaman ketua KPPS TPS
56 tersebut agar segera menyelesaikan proses Enghitungan suara, lantaran kotak
suara harus dikembalikan kepada PPS sebelum pukul 12.00 WIB di hari Kamis, 15
Februari 2024. Kasus tersebut terjadi dikarenakan jam kerja berlebihan sehingga
KPPS mengalami kelelahan ditambah kurangnya pengetahuan para KPPS faktor
yang menyebabkan waktu pengerjaan proses penghitungan suara jadi jauh lebih
lama dari target waktu yang ditetapkan.

Kekeliruan yang dilakukan petugas KPPS merupakan akibat dari banyaknya
hal yang tidak dipelajari dalam bimbingan teknis, namun harus mereka hadapi di
lapangan. Ditambah dengan petugas PPS dan KPPS pemilu 2024 yang sebagian
besar tidak memiliki pengalaman di pemilu tahun 2019. Tuntutan pekerjaan yang
banyak hingga menyebabkan waktu bekerja yang berlebihan membuat KPPS
melakukan kesalahan dalam melakukan pemungutan dan perhitungan suara seperti
yang terjadi di TPS 56 Kelurahan Petukangan Utara. Selain KPPS yang belum
berpengalaman, juga terdapat banyaknya perubahan penyelenggaraan teknis
pemungutan dan perhitungan suara di pemilu 2024, bimbingan teknis lebih yang
lebih mendalam tentu dibutuhkan bagi petugas yang sudah pernah menjadi anggota
KPPS.

Ujung tombak penyelenggaraan pemilu tentu mendapatkan sorotan khusus
karena dianggap sebagai penentu keberhasilan pemilu 2024. Masih bﬁ\/ﬂk
keterbatasan yang dimiliki oleh KPPS, mulai dari pemahaman serta teknis
pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara oleh ketua dan anggota
KPPS. Tidak bisa dipungkiri bahwa kurangnya pengetahuan atau keterampilan dari
KPPS karena kurang maksimalnya pelaksanaan bimbingan teknis yang diberikan
oleh KPU, terlebih lagi para petugas badan Ad Hoc ini adalah masyarakat awam.

Maka dari itu, dalam memberikan pembekalan materi di tingkat badan Ad
Hoc yaitu PPS kepada KPPS juga harus diawasi oleh KPU karena kesuksesan
pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan Kﬁ)S berangkat dari
pengetahuan dan kemampuan petugas KPPS. Mengacu pada keputusan KPU No 66
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Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan
Suara dalam Pemilihan Umum, KPU sudah membuat materi yang sangat lengkap
hingga 200 lebih lembar halaman yang membuat petugas KPPS memerlukan
"bimtek" yang cukup masif untuk memahaminya. Oleh sebab itu, permasalahan
yang ingin dilihat dari jurnal ini adalah bagaimana pola komunikasi dan distribusi
bimbingan teknis “bimtek” yang diberikan KPU RI kepada jajaran bawahnya yaitu

ingga tingkat KPPS. Tujuan dari jurnal ini juga ingin mengevaluasi proses
Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilu 2024 di Kelurahan

Petukangan Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakawendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus
penelitian pada fenomena tertentu. Pendekatan kualitawdalah data deskriptif yang
berasal dari pengamatan perilaku orang-orang dalam penelitian yang berupa kata-
kata tertulis maupun lisan (Moleong, 2018). Fokus dari penelitian kualitatif adalah
pada fenomena sosial yang terjadi berdasarkan pandangan dari partisipan. Dengan
melakukan studi dokumentasi, penulis berusaha untuk memvisualisasikan
perspektif para pihak yang terlibat dengan melalui materi berupa dokumen-
dokumen tertulis yang dihﬂkan dari pihak terkait.

Tujuan penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif
dengan teknik analisis studi kasus mengenai “Tinjauan Implementasi Materi
Bimtek: Evaluasi Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara KPPS dalam Pemilu
2024 di Kelurahan Petukangan Utara” ditujukan untuk mengeksplorasi suatu sistem
yang terikat dengan melihat berbagai macam kasus dengan melibatkan berbagai
sumber informasi dari waktu ke waktuyang dilibatkan dari suatu konteks dalam

gumpulan data. Dengan mengumpulkan data secara rinci dan mendalam yang
dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau dari individu dan
organisasi (Ishtiaq, 2019), penggunaan teknik analisis studi kasus digunakan
dengan tujuan untuk mcn&kuskan diri ke dalam suatu fenomena tertentu.
Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari studi literatur mengenai proses

penyelenggaraan pemilu dan data yang didapat melalui wawancara dengan anggota
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PPS dan KPPS di Kelurahan P&lkangan Utara dengan maksud untuk menelaah
tentang fenomena berdasarkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang dialami
oleh subjek penelitian serta mendeskripsikannya melalui tulisan dan bahasa.
Setelah mengumpulkan data melalui studi literatur dan wawancara, tahapan teknik
analisis yang dilakukan penulis setelahnya adalah, menginput data, menganalisis

data, lalu memberikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola Komunikasi dan Distribusi Informasi "Bimtek" dari KPU RI hingga
KPPS

Pola komunikasi dan distribusi informasi yang efektit antara KPU Kota
kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) merupakan dua faktor penting untuk
memastikan jalannya Pemilu dengan baik dan benar. Dalam pendistribusian
informasi mengenai “bimtek”, KPU RI memberikan informasi kepada KPU Kota
melalui pola komunikasi dua arah dengan tujuan agar informasi yang datang dapat
diterima dan dipahami dengan baik. Kemudian, bimbingan teknis yang diberikan
kepada KPU Kota oleh KPU RI untuk mempersiapkan proses pemungutan dan
perhitungan suara di pemilu. Selain itu, KPU RI juga tidak lupa memaksimalkan
penggunaan media social sebagai alat komunikasi dalam memberikan informasi
mengenai “bimtek” melalui situs website resmi milik KPU RI. Setelah informasi
diterima dari KPU RI, KPU Kota selanjutnya memberikan bimbingan teknis untuk
menyampaikan informasi kepada PPS guna memperjelas Eoses pemungutan dan
perhitungan suara ketika pemilu berlangsung. Di dalam PKPU Nomor 8 Tahun
2022 Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa PPS merupakan lembaga penyelenggara
pemilu yang dibatuk untuk bertugas melaksanakan pemungutan suara di di tingkat
kelurahan/desa (Peraturan Komisi Pemilihan Umum, 2022a). Sedangkan, menurut
PKPU Nomor 8 Tahﬁ 2022 Pasal 1 ayat (10). Materi “bimtek” yang disampaikan
ini meliputi; proses pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan
Suara (TPS), bagaimana cara memberikan tanda suara yang sah dan tidak, proses

rekapitulasi suara, serta kebijakan-kebijakan umum dalam pemungutan dan
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penghitungan suara yang diberikan secara langsung atau dengan menggunakan
media elektronik yakni melalui materi PDF yang diharapkan dapat dipahami oleh

seluruh anggota PPS (Peraturan Komisi Pemilihan Umum, 2022b).

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Maret
2024 dengan Bagas Saputra (Anggota PPS Kelurahan Petukangan Utara) dapat
dijelaskan bahwa, sebelum menjalankan seluruh tahapan rangkaian pemilu, PPS
sudah terlebih dahulu mendapatkan “bimtek” dari KPU Kota. Setelah PPS
memahami tugas sesuai dengan timeline pemilu 2024, setelah itu PPS akan
mendistribusikan ﬁteri yang sudah didapatkan melalui “bimtek™ kepada KPPS.
KPPS merupakan pelaksana pemungutan dan penghitungan suara pada Petﬂukada
di TPS yang bersifat sementara/Ad Hoc. KPPS didirikan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 59 yang
menegaskan bahwa PPS merupakan pihak pendiri KPPS. Dalam pembentukan
KPPS, pertimbangan diberikan pada kesetaraan gender, tidak adanya prasangka,
dan keterwakilan seluruh lapisan Masyarakat (Pemerintah Pusat Indonesia, 2017).

Dalam konteks pelaksanaan Bimbingan Teknis "bimtck"d)PS mempunyai
peranan strategis yang sangat penting untuk KPPS. Pemungutan suara di TPS harus
dilaksanakan sesuai dengan peraturan peru%ang-undangan yang berlaku. Baik PPS
maupun KPPS merupakan bagian dalam badan Ad Hoc yang merupakan sebuah
badan yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan kerja KPU dalam
penyelenggaraan pemilu (Milagsita, 2023). Di tingkat TPS, KPPS memegang
peranan penting dalam pemungutan suara. Mereka bertugas mengawasi prosedur
pemungutan suara, memverifikasi identitas pemilih, memastikan kelengkapan surat
suara, serta melakukan perhitungan hasilnya secara transparan. Selain itu, KPPS
mam%mengendalikan antrian pemilih, menegakkan ketertiban dan l&manan,
serta menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi di TPS. Di sisi lain, salah satu
tugas dan tanggung jawab PPS dalam melakukan proses pemungutan dan
perhitungan suara di TPS adalah untuk mendistribusikan materi "bimtek" kepada
KPPS sesuai dengan prosedur yang berlaku (Salim, 2023a). Tujuannya yakni untuk

mempersiapkan bimbingan teknis bagi KPPS untuk mengatasi permasalahan yang
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mungkin timbul pada hari pemungutan suara serta proses penghitungan suara. Hal
tersebut karena persiapan pemilu yang baik sangatlah penting untuk menjamin
proses yang adil dan efisien.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Vina Erdiana
(Anggota KPPS Kelurahan Petukangan Utara) pada 21 Maret 2024, terungkap
bahwa pendistribusian materi "bimtek" dilakukan dengan cara yang kurang efektif.
Dalam kegiatan “bimtek”, anggota PPS menjelaskan mate& hanya dengan
membaca powerpoint dan menampilkan video simulasi pemungutan dan
perhitungan suara tanpa adanya simulasi pemungutan dan perhitungan suara dengan
anggota KPPS secara langsung. Anggota KPPS yang hadir pun tidak sedikit yang
merasa bosan ketika “bimtek” berlangsung, sehingga tidak sedikit dari anggota
KPPS yang tidak memperhatikan materi “bimtek” ketika sedang dipaparkan oleh
PPS. Ditambah dengan tidak seluruh anggota KPPS menghadiri kegiatan “bimtek™.

Selain itu, pemberian materi “bimtek” oleh PPS kepada KPPS dilakukan
hanya satu kali. Namun, anggota KPPS Petukangan Utara merasa kurang cukup jika
“bimtek™ hanya dilakukan satu kali sehingga para anggota KPPS contohnya KPPS
di RW 04 meminta agar dilakukan “bimtek” kedua untuk memperdalam materi
mengenai teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara. Akan tetapi,
dalam kegiatan “bimtek” kedua yang dilakukan secara mandiri oleh KPPS
Petukangan Utara hanya diberikan penjelasan materi tambahan untuk
menggunakan aplikasi Sirekap. Meskipun pendalaman materi terkait Sirekap sudah
diberikan oleh PPS, masih banyak anggota KPPS tetap tidak mengerti bagaimana
caranya untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. KPPS kesulitan mengoperasikan
aplikasi Sirekap juga dikarenakan aplikasi tersebut hanya dapat diakses pada hari
pelaksanaan perhitungan suara. Sehingga anggota KPPS tidak dapat mengantisipasi
masalah-masalah yang akan datang nantinya. Pendistribusian materi "bimtek" oleh
anggota PPS tanpa adanya kegiatan simulasi membuat anggota KPPS tidak
terbayang akan skenario apa pun yang mungkin timbul selama proses pemungutan
suara di TPS. Seharusnya, “bimtek” yang dilakukan PPS berupa simulasi ketika
hari pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara. Apabila diadakannya simulasi

proses pemungutan dan perhitungan suara kemungkinan akan membantu anggota
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KPPS untuk lebih memahami peran dan tanggung jawab mereka serta dapat
terbayang permasalahan yang dapat terjadi dan bisa menemukan solusi untuk
mengatasinya ketika hari pelaksanaan.

Pengetahuan terkait tugas KPPS merupakan tanggung jawab dari PPS agar
menghasilkan anggota KPPS yang berkompeten, netral, dan jujur serta memiliki
pemahaman yang cukup untuk menjalankan tugasnya di TPS (Salim, 2023b).
Namun, KPPS Kelurahan Petukangan Utara juga mempunyai permasalahan terkait
hal tersebut, antara lain yakni banyaknya jumlah anggota yang belum
berpengalaman membuat bingung mengenai kebijakan baru seperti penggunaan
Sirckap serta kurangnya waktu dan tempat untuk melakukan simulasi proses
pemungutan dan perhitungan suara ketika pelaksanaan "bimtek". Akibatnya,
anggota KPPS mungkin tidak siap dan tidak memil%bayangan ketika dihadapkan
dengan situasi tertentu yang mungkin terjadi saat proses pemungutan dan
perhitungan suara di TPS. Mengingat rumit dan pentingnya tanggung jawab KPPS
dalam melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara, maka kegiatan "bimtek"
yang hanya dilakukan satu kali mungkin tidak cukup menjamin bahwa setiap
anggota KPPS memahami dengan baik tugas yang harus dilakukan dan siap
menjalankan perannya. Selain itu, kegiatan "bimtek" yang dilakukan pada hari kerja
menyebabkan banyak anggota KPPS berhalangan hadir karena urusan lain. Hal ini
tersebut menyebabkan besarnya persentase anggota KPPS yang tidak mengerti akan
tugas dan perannya masing-masing.

Ketika proses pemungutan dan perhitungan suara berlangsung, PPS tentu
berperan untuk menjaga efisiensi prosedur pemungutan dan perhitungan suara di
TPS. Hal ini mencakup pengawasan proses pemungutan suara secara menyeluruh
serta penanganan permasalahan yang muncul dalam proses pemungutan suara
(Salim, 2023c). Dalam studi kasus KPPS Kelurahan Petukangan Utara, contohnya
di TPS 56 terdapat beberapa kendala pada saat pelaksanaan perhitungan dan
pemungutan suara yang mengakibatkan waktu perhitungan suara menjadi lebih
lama dari seharusnya. Kendala yang dialami antara lain adalah keterbatasan tempat
pemungutan suara, sehingga hanya 3 bilik suara yang digunakan menyebabkan

lamanya proses pemungutan suara dari jadwal yang ditetapkan. Hal tersebut
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tentunya membuat proses perhitungan suara menjadi terlambat. Hambatan yang
timbul dalam proses pemungutan dan perhitungan suara merupakan tugas PPS agar
memastikan aﬁgota KPPS berkoordinasi secara efektif dan memeriksa dengan
cermat setiap surat suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara. Kemudian, PPS
juga bertugas memastikan tata cara rekapitulasi hasil pemungutan suara dilakukan
dengan benar (Salim, 2023).

Berdasarkan berbagai data yang diperoleh dari wawancara PPS dan KPPS
Kelurahan Petukangan Utara pada 21 Maret 2024, terlihat bahwa PPS mempunyai
peran strategis yang krusial dalam pelaks "bimtek" dan seluruh tahapan
pemungutan suara. Dari segala permasalahan yang terjadi pada proses pemungutan
dan perhitungan suara di Kelurahan Petukangan Utara, PPS perlu mengefisienkan
pendistribusian materi "bimtek", menjamin anggﬁl KPPS memahami informasi,
mengatasi segala kendala yang mungkin terjadi dalam proses pemungutan suara,
dan memastikan rekapitulasi hasil pemungutan suara berjalan lancar. Dengan
demikian, PPS Kelurahan Petukangan Utara dapat menjamin proses pemilu
berjalan tanpa hambatan, aman dan sejalan dengan cita-cita demokrasi dengan

meningkatkan kualitas dan efektivitas di daerah Kelurahan Petukangan Utara.

Evaluasi Tahapan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam

Pemilu 2024 di Kelurahan Petukangan Utara

Dalam proses pelaksanaan pemilu, baik pada tahapan pemungutan maupun
perhitungan suara, hal yang sangat krusial untuk diperhatikan oleh setiap
penyelenggara di tingkat TPS yakni KPPS mampu memahami secara detail dan
komprehensif terkait dengan teknis pelaksanaan pemungutan maupun
penghitur&n suara dalam pemilu 2024. Dalam hal ini, KPU RI yang merupakan
lembaga penyelenggara pemilu di tingkat nasional maEun di tingkat bawahnya
baik provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan mampu memastikan bahwa segala
hal teknis terkait tata cara pemungutan dan penghitungan suara mampu dipahami
dengan baik oleh seluruh petugas KPPS melalui pemberian bimbingan teknis
"bimtek" yang komprehensif dan melibatkan seluruh petugas KPPS (Perdanaet al.,
2019).

11




0
KYBERNOLOGY : Journal of Government Studies
Vol. No. 20XX
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X

Pemberian materi "bimtek" yang k(ﬁ)rehensif dan detail kepada KPPS
menjadi hal sangat penting dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara
dalam pemiluQZcL Petugas KPPS di setiap TPS memiliki tugas dan fungsi untuk
&njalankan proses pemungutan suara dan penghitungan suara dengan baik
ﬁngacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU RI yang tertuang dalam
PKPU No 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam
pemilihan umum. Pemberian "bimtek" oleh PPS tentunya sangat berimplikasi
Ehadap pemahaman dan kemampuan KPPS dalam menjalankan tugasnya pada
proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu 2024 (KPU RI, 2023) .
Pemberian "bimtek" juga sama seperti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) yang
dilakukan oleh organisasi birokrasi ﬁlg bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan dan pengembangan terhadap sumber daya manusia sekaligus sebagai
salah satu cara untuk mitigasi masalah dalam suatu organisasi (Elizar & Tanjung,
2018).

(Mangkunegara, A., A., 2012) menjelaskan bahwa pelatihan merupakan
proses pemberian pengetahuan dan keahlian terhadap suatu bidang tertentu untuk
menciptakan karyawan yang terampil dan mampu bertanggunﬁawab terhadap
pekerjaan dengan lebih baik, sesuai dengan standar. Maka dari itu pada pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu 2024 di Kelurahan Petukangan
Utara, permasalahannya sedikit banyak sama dengan yang terjadi pada pemilu
tahun 2019, mungkin karena pelaksanaan pemilu yang dilakukan pada pemilu 2019
sama dengan pemilu 2024 yaitu pemilu serentak, tetapi secara khusus masalahnya
terletak pada pertama, keterbatasan jumlah dan pengalaman anggota PPS. Ketua
PPS Kelurahan Petukangan Utara, Yuli Aprianto mengatakan, pemberian "bimtek”
dilakukan oleh PPS Kelurahan Petukangan kepada 186 TPS dengan jumlah petugas
KPPS sebanyak 1.302 anggota KPPS (Sakti, 2024a). Pemberian materi "bimtek"
oleh PPS Kelurahan kepada KPPS dilakukan dengan membagi jadwal "bimtek"
menjadi dua hari dengan dua sesi karena keterbatasan jumlah petugas PPS
Kelurahan yang hanya berjumlah tiga orang. Bagas Saputra (anggota PPS

Kelurahan Petukangan Utara), mengatakan,
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“Problemnya adalah jumlah anggota KPPS yang ada di Kelurahan
Petukangan Utara 1.302 orang sedangkan jumlah PPS Kelurahan cuma 3 orang
Jjadi kewalahan dan dari 3 orang PPS semuanya baru dan minim pengalaman’.

(wawancara: 21 Maret 2024).

Permasalahan kedua, yaitu terkait dengan jadwal pelaksanaan "bimtek".
Jadwal pelaksanaan yang dilakukan oleh PPS kepada KPPS di Kelurahan
Petukangan Utara dilakukan pada hari Rabu, 31 Januari 2024 dan Kamis 1 Februari
2024 bertempat di aula Universitas Budi Luhur. Yuli Aprianto ketua PPS Kelurahan

Petukangan Utara (Sakti, 2024b), menyatakan,

“Dalam satu hari kita bagi menjadi dua sesi, mulai pukul 08.00-11.00 dan

15.00-18.00, tiap sesi diikuti sekitar 300 anggota KPPS,"

Ketiga, recanirmem penyelenggara Ad Hoc dalam pemilu. Proses
recruitment Badan Ad Hoc dalam hal ini khususnya PPK, PPS, dan KPPS tanpa
adanya persyaratan yang komprehensif terkait kemampuan calon anggota
penyelenggara pemilu. Penyelenggara Ad Hoc sangat strategis karena merekalah
yang akan langsung berisian dengan masyarakat di lingkungannya. Namun, sulitnya
memperhatikan bagaimana kompetensi dan kemampuan penyelenggara éd Hoc
terkait dengan tugas dalam pelaksanaan pemilu, sehingga calon anggota
penyelenggara Ad Hoc dalam hal ini PPK, PPS, dan KPPS masih banyak yang
minim pengalaman dan pemahaman terkait dengan tugas dan fungsinya. Menurut
Mathias & Jackson dalam (Halisa, 2020), rekrutmen adalah kegiatan
mengumpulkan sejumlah orang yang sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang
mencukupi standarisasi yang dibutuhkan oleh suatu instansi untuk dapat melakukan
tugas atau pekerjaan dalam instansi tersebut. Bagas Saputra (anggota PPS

Kelurahan Petukangan Utara), menjelaskan,

“Banyak KPPS yang belum berpengalaman, karena sekitar 60% anggota
KPPS yang ada di Kelurahan Petukangan Utara itu pemula. Banyak dari mereka
yang juga baru pertama kali ikut pemilu langsung jadi anggota KPPS, jadi mereka

masih bingung terkait kondisi kondisinya bagaimana mereka gatau. Banyak juga
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KPPS yang emang udah punya pengalaman tapi juga bingung karena banyak

aturan baru kaya adanya Sirekap.” (wawancara: 21 Maret 2024).

Keempat, profesionalitas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS). Hal ini terlihat dari ad%ya kesalahan di beberapa TPS di Kelurahan
Petukangan Utara terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara serta
proses rekapitulasi di tingkat TPS. Terdapat hal hal teknis yang tidak sesuai dengan
pedoman dan ketentuan TPS yang menyebabkan terjadinya kesalahan baik dalam
proses pemungutan, penghitungan, maupun rekapitulasi suara. Bagas Saputra

(anggota PPS Kelurahan Petukangan Utara), menyampaikan,

“Ada di beberapa TPS yang banvak melakukan kesalahan karena adanya
ketidaksesuaian penulisan C1 pleno, kemudian di TPS 56 juga ada kejadian KPPS
ninggalin TPS dan ditinggal istirahat pulang kerumahnya.” (wawancara: 21 Maret
2024).

Kesalahan kesalahan tersebut juga disebabkan dari poin ketiga terkait
mekanisme pelaksanaan "bimtek" yang kurang efektif.

Kelima, terkait beban kerja KPPS. Pelaksanaan pemilu 2024 tidak jauh
berbeda dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019 dimana pelaksanaan pemilu
dilakukan serentak dengan melakukan pemilu presiden. DPR RI, DPD RI, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dengan demikian membuat beban KPPS
menjadi sangat berat belum lagi KPPS juga harus bertanggung jawab terhadap
persiapan kebutuhan di TPS masing masing mengenai persiapan lokasi dan logistik.
Muhammad Mufti Aliansyah, (Anggota KPPS di Kelurahan Petukangan Utara),

mengatakan,

“Dari tanggal 11 Februari itu kami anggota KPPS sudah mulai
menyiapkan kebutuhan TPS seperti mendirikan tenda, menyiapkan bangku, meja
terus juga karena dari 7 anggota KPPS yang 2 nya itu perempuan jadi kita cuma
nyiapin kebutuhan TPS berlima dengan anggota KPPS yang laki. H-1 malam juga
kami beberapa ada yang bertugas buat mengambil kebutuhan logistik di gudang
logistik PPS Kelurahan sekaligus mempersiapkan penataan TPS karena kan,
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pelaksanaan pemungutan itu sudah dimulai jam 7 pagi. Setelah proses
penghitungan juga kita KPPS wajib mengantarkan kotak surat suara ke gudang
logistik kecamatan dimana waktu penghitungan suara kita saja selesai di jam 4

dini hari. " (wawancara: 21 Maret 2024).

Dengan pelaksanaan pemilu serentak yang memuat lima surat suara,
meskipun di wilayah Provinsi DKI Jakarta hanya memuat empat surat suara karena
tidak memilih DPRD kota, tak heran apabila banyak anggota KPPS yang mengeluh
kelelahan karena menopang beban kerja yang diluar kapasitas mereka sehingga
terdapat beberapa anggota KPPS yang jatuh sakit. Selain mengumpulkan hasil
pemungutan dan perhitungan suara secara fisik langsung kepada PPS, terdapat
mekanisme baru yaitu anggota KPPS juga harus memindai laporan hasil
pemungutan dan perhitungan suara menggunakan aplikasi bernama “Sirekap”.
Namun, dengan adanya aplikasi “Sirekap” justru malah menimbulkan masalah baru
seperti banyaknya anggota KPPS yang tidak mengerti dalam menggunakan aplikasi
tersebut, serta permasalahan yang terdapat didalam aplikasi Sirekap itu sendiri.
Akibatnya, proses rekapitulasi perhitungan suara memakan waktu yang lebih lama

dari jadwal yang ditetapkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari peneaian ini menyoroti beberapa permasalahan utama
yang dihadapi dalam proses pemungutan dan perhitungan suara oleh KPPS di
Kelurahan Petukangan Utara, Jakarta Selatan, pada pemilu 2024. Berdasarkan hasil
studi kasus di Kelurahan Petukangan Utara, terlihat bahwa masih banyak kendala
dalam proses pemungutan dan perhitungan suara oleh KPPS Kelurahan Petukangan
Utara. Hal ini terjadi karena, seperti yang disampaikan oleh Menurut Bagas Saputra
(Anggota PPS di Kelurahan Petukangan Utara) pada 21 Maret 2024, pemahaman
anggota KPPS masih terbatas. PPS mempunyai peranan strategis yang sangat
penting dalam menjamin keberhasilan seluruh proses pemungutan suara serta
pelaksanaan "bimtek". Namun, karena keterbatasan waktu, tempat, dan kesempatan

untuk melakukan simulasi langsung, pendistribusian materi "bimtek" di Kelurahan
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Petukangan Utara kurang berhasil sehingga pengetahuan anggota KPPS yang bisa
dibilang masih kurang. Kembali lagi kepada SDM anggota KPPS, PPS juga
mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi "bimtek" kepada anggota KPPS
karena masih banyak anggota KPPS yang acuh ketika kegiatan “bimtek™ sehingga
mereka tidak mengerti tugas pokok masing-masing anggota KPPS karena tidak
memperhatikan materi “bimtek™ dengan baik.

Selain itu, banyak anggota KPPS yang tidak memiliki pengalaman dalam
pemilu, sehingga hal ini menjadi sebuah tantangan, terutama mengingat perubahan
kebijakan yang terjadi belakangan ini, seperti penerapan Sistem Informasi
Rekapitulasi (Sirekap). Dengan kehadiran Sirekap, yang membuat proses
perhitungan suara menjadi lebih lama dari seharusnya. Aplikasi yang down karena
diakses oleh jutaan orang dalam waktu bersamaan membuat KPPS harus menunggu
agar file yang dipindai dapat terunggah sangat memakan waktu bahkan hingga larut
malam. Aplikasi Sirekap yang sering down atau penuh ketika proses rekapitulasi
suara mencemari persepsi masyarakat terhadap integritas pemilu. Lambatnya
proses rekapitulasi suara dengan Sirekap juga dikarenakan PPS yang tidak memiliki
akses langsung ke sistem tersebut. Pada akhirnya banyak KPPS yang tumbang
karena kelelahan bekerja.

Dari hasil penelitian yang telah disampaikan, terlihat bahwa PPS mengalami
tantangan dalam memastikan pemahaman yang baik dari anggota KPPS, terutama
terkait keterbatasan waktu dan tempat untuk melakukan simulasi serta kendala
teknologi pada Sirekap. Oleh karena itu, diperlukan studi kajian lebih dalam untuk
mengidentifikasi metode pelatihan yang lebih efektif, khususnya dalam mengatasi
keterbatasan tersebut. Penelitian ini dapat melihat bagaimana penerapan alat
pembelajaran yang inovatif atau penggunaan teknologi untuk pengajaran jarak jauh.
Dengan demikian, tindakan-tindakan tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan

kesiapan anggota KPPS dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.
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